
 

PERATURAN BUPATI SERANG 

NOMOR  27  TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SERANG, 

Menimbang  : a. bahwa rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012, perlu melakukan perincian lebih lanjut terhadap 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk penjabaran  

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja  daerah tahun anggaran 2012; 

b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, perlu  mengatur Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Banten  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);  

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,  Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5.Undang-Undang............. 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4116) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4709); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang  Pinjaman  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

15.Peraturan........... 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005  

Nomor  138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005  Nomor  110, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006  
Nomor  20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008  Nomor  78, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4741); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

26.Peraturan.......... 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Serang Nomor 736); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2007  
tentang Penyertaan Modal  Daerah (Lembaran Daerah 
Kebupaten Serang Tahun 2007 Nomor 759); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Daerah 
Kabupaten Serang Nomor 736); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, 
Perusahaan Daerah Bank Perkriditan Rakyat Lembaga 
Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan 

Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Serang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Serang Tahun 2009 Nomor 736); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 
2011 Nomor 832) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 

2012 Nomor 835); 

31. Peraturan Bupati Serang Nomor 29 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Serang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012; 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 

 
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2012 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah     Rp.253.775.085.908,00 

b. Dana Perimbangan     Rp. 945.460.262.186,00 

c.  Lain-lain Pendapatan yang Sah   Rp. 288.780.667.180,00 

 Jumlah Pendapatan           Rp. 1.488.016.015.274,00 

 

2.Belanja............. 
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2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung        

 1). Belanja Pegawai Rp. 737.055.766.275,00 

 2). Hibah Rp.   24.197.839.000,00 

 3). Belanja Bantuan Sosial Rp.   20.452.018.291,00 

 4). Belanja Bantuan Keuangan Rp.   24.495.901.061,00 

 5). Belanja Tidak Terduga Rp.          89.050.000,00 

      Jumlah Belanja Tidak Langsung    Rp. 806.290.574.627,00 

b.   Belanja Langsung 

 1). Belanja Pegawai  Rp.   47.139.743.088,00 

 2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 268.541.129.057,00 

 3). Belanja Modal Rp. 291.924.602.544,00 

       Jumlah Belanja Langsung   Rp.   607.605.474.689,00 
 

     Jumlah Belanja   Rp.1.413.896.049.316,00 
  

     Surplus/(Defisit)   Rp.     74.119.965.958,00 
      

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan    Rp. 260.918.542.214,00 

b. Pengeluaran   Rp.    11.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto     Rp.  249.918.542.214,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan      Rp.  324.038.508.172,00 
 

Pasal 2 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan 
dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

Pasal 4 

 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan tidak 
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

Pasal 5………… 
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Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.  

 
 

 

Disahkan di Serang 

pada tanggal 30 Juli 2013 

 
BUPATI SERANG, 

 

 
 

 
   A. TAUFIK NURIMAN 

 

Diundangkan Di Serang 

pada tanggal 30 Juli 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG 

 
 

 
 
LALU ATHARUSSALAM R. 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 27 


